
GTIBERNUR LAMPT'NG

KEPUTUSAII GUBERIIT'R I,AUPUI|G
NOUOR ? Gl/39 ,vt.OTtlglttl2o.24

TEITTANG

PENETAPAIT TAHAP KESATU BESARAI{ BANTUAIT I(EUANGAI{ KEPADA PARTAI
POLITIK YA"ITG UEMPEROLEH KT'RSI DI DEWAIT PERWAKILAI{ RAI(YAT
DAERAH PROVII|SI L/\UPI'NG HASIL PEDIILIIIAN TIMTIM TAHUIT 2019

GT,BERITUR LAMPUIYG,

Menimbang : bahwa untuk melal<sanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan
Pemerintah Nomor 5 Tahun 2OO9 tentang Bantuan Keuangan
Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018, perlu menetapkan
Besaran Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang
memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Iampung hasil Pemilihan Umum Tahun 2Ol9 dengan
Keputusan Gubernur Lampung;

: l. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2OO8 tentang Partai Politik
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2011;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah sebagaimanz telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2O22 tentang Cipta Ke{a menjadi Undang-
Undang;

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2Ol7 tentang Pemilihan
Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor I Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2O17 tentang Pemilihan Umum
menjadi Undang-Undang;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2OO9 tentang
Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 1 Tahun 2018;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018
tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib
Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan laporan
Pertanggungiawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai
Politik;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2023
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
l^ampung Tahun Anggaran 2024;
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Surat Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum
Nomor : 9OO.l.1o/e-3/Polpum, tanggal 19 Desember 2O23, hal
Pencairan Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun Anggaran
2024;

MEMUTUSI(AN:

: KEPIITUSAII GUBERITI,R TEI{TAITG PETEf,APAN TAHAP
KESATU BESARAIT BAITTUAI| XEUAITGAI| NEPAI)A PARTN
FOLITIK YATG UEUPEROLEH KI'RSI DI DEWAIT
PERWAXILAT RATYA'T DAERAII PROVITSI L/I,}TPUI{G HASIL
PIUILIIIAf, I'UUU TAIII'I( 2019.

: Menetapkan Tahap Kesatu Besaran Bantuan Keuangan kepada
Partai Politik yurng memperoleh kursi di Dewan Perwakilan
Ralryat Daerah Provinsi lampung Hasil Pemilihan Umum Tahun
2019, dengan daftar rincian besaran sebagaimana tercantum
dalam La.mpiran Keputusan ini.

: Partai Politik sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu
menyampaikan laporan pertanggungiawaban penerimaan dan
pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi l,ampung
Tahun Anggaran sebelumnya secara berkala I (satu) tahun
sekali kepada Pemerintah Provinsi lampung setelah diperiksa
oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

: Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, mengenai
teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi l,ampung
dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila dikemudian hari temyata terdapat kekeliruan
dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di TeJukbetung
padatanggal 6-S - 2024

GT'BERf,I'R L/IUPUIIG,

ARINAL DJUNNDI

Tembusan:
l. Menteri Dalam Negeri RI Cq. Dirjen Poutik dan Pemerintahan Umum Kemendagri di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi tampung di Telukbetung;
3. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan pgrwakrlan Provinsi lampung di Telukbetung;
4. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi La-mpung di Bandar lampung;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar l,ampung;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi l^ampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Hukum Selcetariat Daerah Pmvinsi Lampung di Telukbetung.
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LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR:Cl
TANGGAL:

4l8lvt.o7 /HK/2024b- t - 2024

DAFTAR RIITCIAN TAIIAP KESATU BESARAN BANTUAN KEUANGAIT KEPADA
PARTN POLITIK YAICG MEIPEROLEH KT'RSI DI DEWAI{ PERWANILAN

RANYAT DAARAH PROVITSI LAUPTII{G IIASIL PEUILIIIAIT I,IMUM TAHUN 2019

GT'BERIrUR LAMPUIYG,

NAUA PARTAI
POLITIK

JI'UL,AE
PEROI,EHAT

XI'RAI
PEIILU
TAEI'N
2019

JIITLAE
PEROLEEAIT

SUARA

JT'ULTE
BAITTUAIC

PTRSUARA
lRpl

JuULNI
BAIYTUAN

YAI|G
DIBERIKAN
(axs) (Rpl

1 2 3 4 5 6

1 Partai Demohasi
Indonesia Peduangan

l9 9t2.6t8 1.600 1.460. 188.800

2 Partai Gerakan
Indonesia Raya

11 529.921 1.600 847.873.600

3 Partai Golongan Karya 10 468.6s1 1.600 749.841 .600

4 Partai Demokrat 10 405.507 648.81 1 .200

5 Partai Kebangkitan
Bangsa

9 394.718 1.600 631.548.800

6 Partai Nasdem 9 425.345 1.600 680.552.000

7 Partai Keadilan
Sejahtera

9 39 r.730 1.600 626.768.OOO

8 Partai Amanat
Nasional

.7 325.999 1.600 521.598.400

9 Partai Persatuan
Pembanguan

1 113.569 1.600 181.710.400

JUULAH 85 3.968.O58 6.348.892.800

ARINAI DJUNNDI

NO

1.600


